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Kebijakan pendidikan kontemporer dihadapkan pada tantangan 

globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan akan inklusivitas, 

sehingga diperlukan pendekatan baru yang mampu merespons perubahan 

tersebut secara kritis dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

integrasi epistemologi Islam, yang mengedepankan nilai spiritual dan 

moral, dalam perancangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan. 

Fokus utamanya adalah integrasi epistemologi Islam, yang 

mengedepankan nilai spiritual dan moral, sebagai landasan kebijakan 

pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, penelitian 

terdahulu belum banyak mengkaji penerapan komprehensif epistemologi 

Islam dalam kebijakan pendidikan kontemporer. Metode yang digunakan 

adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi 

relevansi epistemologi Islam dalam konteks pendidikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat 

menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih adil, mengatasi 

ketimpangan akses, dan memberikan solusi untuk keberlanjutan sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Penggunaan instrumen keuangan Islam seperti 

zakat dan wakaf juga dapat memperluas akses pendidikan bagi kelompok 

marginal, meningkatkan inklusivitas secara nyata. Implikasi dari 

penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan kebijakan 

pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang holistik dan berorientasi pada 

kesejahteraan jangka panjang. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman saat ini bergerak sangat cepat dan kompleks, dimana 

seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, salah satu dampak 

dari perkembangan ini adalah terjadinya perubahan pada berbagai kebijakan tidak 

terkecuali kebijakan pada sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan kontemporer 

harus dapat merespon berbagai tantangan yang hadir sebagai dampak dari 

perkembangan zaman dengan cepat, seperti perubahan pada bidang sosial, 

ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, 

selain itu adanya kebutuhan akan pendidikan yang bersifat inklusi menuntut para 

pemangku kebijakan untuk dapat berpikir secara kritis dan adaptif (Yufarika, 2023). 

Globalisasi telah memberikan perubahan besar terhadap berbagai aspek 

kehidupan dimana kehadiran globalisasi telah meningkatkan inteknoneksi dan 

interdependensi antar negara yang memberikan pengaruh besar terhadap aspek 

sosial, budaya dan politik, dalam aspek pendidikan globalisasi juga membawa 
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tantangan yang cukup signifikan (Zainab, 2023). Adapun tantangan dari globalisasi 

dalam pendidikan diantaranya: (1) Tantangan Standar Global dimana tuntutan 

untuk mengikuti standar pendidikan yang diterapkan oleh organisasi internasional 

sepert UNESCO atau OECD, hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas pendidikan yang bertujuan agar peserta didik 

dapat bersaing dipanggung internasional, dampak dari adanya tantangan standar 

global ini mendorong terjadinya perubahan pada standar kurikulum, metode 

pembelajaran dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan standar global (Omar 

& Asmaa, 2022). (2) Mobilitas Global dimana pergerakan manusia pada era 

globalisasi ini mengalami peningkatan yang berdampak pada kebutuhan sistem 

pendidikan yang dapat mengakomodasi keberagaman budaya, bahasa dan 

pengalaman peserta didik, kondisi ini menuntut kebijakan pendidikan untuk dapat 

lebih responsif terhadap perbedaan siswa serta kebutuhan akan potensi global siswa 

seperti penguasaan bahasa asing maupun pemahaman lintas budaya (Fairman et al., 

2022). (3) Persaingan Ekonomi Global yang menempatkan pendidikan sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dalam aspek ekonomi, hal ini 

menuntut sistem pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan 

akademik tetapi juga berfokus pada keahlian praktis seperti penguasaan teknologi, 

bahasa internasional dan berfikir kritis (Basri, 2023). 

Kemajuan teknologi telah banyak merubah cara pandang dalam dunia 

pendidikan seperti cara belajar dan mengajar maupun metode dalam mengakses 

bahan ajar, keberadaan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan yang 

dikenal dengan istilah digitalisasi pendidikan dimana penggunaan teknologi dalam 

pendidikan seperti penggunaan platform E-Learning, video conference dan aplikasi 

pembelajaran daring telah menjadi bagian integral dalam proses pendidikan yang 

mempercepat transformasi digital pada setiap jenjang Pendidikan (Mahmudah, 

2023). Selain melahirkan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

digitalisasi pendidikan juga tentunya melahirkan tantangan dalam pendidikan 

seperti: (1) Digital Divide yaitu terjadinya kesenjangan dalam perolehan akses 

pendidikan yang berkualitas, misalnya ketimpangan penggunaan akses teknologi 

yang terjadi pada daerah maju dan tertinggal serta antara keluarga miskin dan kaya 

(Putri et al., 2024). (2) Kesiapan Tenaga Pendidik, digitalisasi pendidikan bukan 

hanya memerlukan seperangkat alat pendukung dalam proses pembelajaran tetapi 

juga memerlukan tenaga pendidik yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran akan tetapi mampu mengoperasikan perangkat 

teknologi digital untuk mendukung tercapainya tujuan dari proses pembelajaran, 

akan tetapi tidak semua pendidik memiliki kemampuan dan kesempatan untuk 

meningkatkan keahlian dalam penguasaan perangkat digital sehingga pemerintah 

perlu mencanangkan kebijakan terkait dengan pemberian pelatihan penggunaan 

perangkat digital terutama bagi pendidik yang berada di daerah terpencil 

(Anggraeni et al., 2023). (3) Konten Pembelajaran Adaptif di mana keberadaan 

teknologi memungkinkan terjadinya pengembangan konten pembelajaran yang 

lebih interaktif dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun lembaga 

pendidikan, akan tetapi dengan maraknya penggunakan konten belajar berbasis 

teknologi diperlukan seperangkat kebijakan yang mendukung dan melindungi 

moral dan etika peserta didik (Putra et al., 2024). 
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Inklusivitas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan 

untuk memastikan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, disabilitas maupun etnisitas, semuanya 

memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, akan tetapi pada 

kenyataannya penerapan inklusifitas dalam pendidikan belum sepenuhnya dapat 

dilakukan karena di sebagian negara masih terjadi diskriminasi dalam pemberian 

akses pendidikan pada beberapa kelompok Masyarakat (Yunus et al., 2023). 

Adapun kelompok masyarakat yang seringkali mendapatkan diskriminasi 

pendidikan adalah: (1) Kaum Disabilitas yang sering kali diabaikan keberadaannya 

terutama pada sistem pendidikan tradisional untuk itu diperlukan pendidikan 

inklusif yang mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah 

umum dengan menyediakan lingkungan pendidikan yang ramah penyandang 

disabilitas dan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam pengajaran bagi siswa 

disabilitas (Rifki et al., 2024). (2) Gender, di beberapa negara masih terjadi 

kesenjangan dalam perolehan akses pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan 

gender dimana anak perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam 

memperoleh pendidikan hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya, sosial maupun 

ekonomi untuk itu diperlukan pendidikan inklusif yang mendukung kesetaraan 

gender dalam pemberian Pendidikan (Sholikhudin, 2016). (3) Kesenjangan 

Ekonomi dan Geografis, di beberapa negara anak-anak yang lahir dari keluarga 

berpenghasilan rendah atau berasal dari daerah terpencil memiliki kesempatan yang 

lebih kecil untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas di bandingkan 

dengan anak-anak yang lahir dari keluarga menengah atas dan tinggal di kota besar, 

untuk itu diperlukan pendidikan inklusif yang menyediakan program beasiswa dan 

peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil (Mishra et al., 2023). 

Dalam menghadapi perubahan globalisasi, kemajuan teknologi dan upaya 

untuk mewujudkan pendidikan inklusif, integrasi nilai-nilai spiritual, moral dan 

epistemologi islam memiliki peran yang sangat penting dalam merancang kebijakan 

pendidikan kontemporer yang tidak hanya berorientasi terhadap efisiensi dan 

kompetensi akan tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masayarakat secara 

holistik melalui pendekatan pendidikan yang lebih mendalam, etis dan manusiawi. 

Pendidikan dalam perspektif islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 

individu yang memiliki kompentensi secara intelektual saja, akan tetapi pendidikan 

berorientasi kepada pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, memiliki 

akhlak mulia dan memahami hakikat tujuan penciptaanya di muka bumi ini. 

Sehingga wahyu menjadi rujukan utama dalam epistemologi islam. Integrasi nilai 

spiritual ini dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam kebijakan pendidikan 

yang akan memberikan pengaruh terhadap pendidikan yang berkelanjutan yang 

tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga pada pembentukan 

karakter yang berlandaskan akhlak dan etika (Hasbiyalloh & Sulhan, 2023). Dalam 

konteks kebijakan pendidikan kontemporer, nilai-nilai spiritual ini tidak hanya 

mengejar capaian akademik tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, 

keadilan dan keberlanjutan, sehingga peserta didik yang dibentuk tidak hanya siap 

menjadi seorang pekerja yang produktif tetapi juga sebagai individu yang memiliki 

kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya 

(Rozalina, 2020). 
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Epistemologi Islam menekankan pada pentingnya rasa keadilan, kesetaraan 

dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip inklusifitas yang 

ingin dicapai dalam pendidikan modern dimana setiap individu dapat memperoleh 

akses pendidikan yang berkualitas tanpa menghiraukan latar belakang sosial, 

ekonomi, kondisi fisik. Integrasi nilai moral islam dapat memperkuat upaya 

terwujudnya inklusifitas dengan menekankan urgensi pemberian sikap adil dan 

perhatian terhadap kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan, sehingga 

kebijakan pendidikan kontemporer harus dirancang untuk memastikan bahwa 

kesenjangan sosial dalam pendidikan dapat diminimalisir dan bahwa setiap warga 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi manusia 

yang berpendidikan (Murdianto, 2024). Etika Islam juga mengajarkan tentang 

pentingnya kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan 

termasuk dalam sistem Pendidikan (Suradi, 2018), sehingga kebijakan pendidikan 

yang dibangun diatas pondasi etika islam akan mendorong lahirnya transparansi 

dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam implementasi program 

pendidikan yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

pendidikan yang digagas oleh pemerintah. 

Dalam kerangka Maqashid Syariah salah satu tujuan utama pendidikan 

adalah mempromosikan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan 

(Dodi, 2018). Pendidikan berkelanjutan dalam perspektif islam haruslah 

memperhatikan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak-hak 

generasi yang akan datang baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, 

selain itu pendidikan berkelanjutan berfokus pada pembangunan moral dan spiritual 

yang seimbang yang tidak hanya menekankan pada kesejahteraan kehidupan di 

dunia tapi juga kehidupan di akhirat. Epistemologi islam yang mencakup sumber 

pengetahuan yang berasal dari wahyu, akal dan pengalaman manusia dapat 

memberikan perspektif baru dalam proses perancangan kebijakan pendidikan yang 

berkelanjutan yang tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek tetapi juga tujuan 

jangka Panjang yang mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan holistik manusia 

(Husni & Hayden, 2024). 

Meskipun epistemologi islam menawarkan potensi besar yang dapat 

memperkaya kebijakan pendidikan modern, namun pada kenyataan dilapangan para 

pemangku kebijakan lebih cenderung untuk menggunakan paradigma barat yang 

memfokuskan pada pencapaian hasil material, efisiensi dan kompetensi global 

dalam melakukan perumusan maupun perencanaan kebijakan hal ini 

mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap dimensi moral dan spiritual yang 

merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter manusia yang bertakwa dan 

berakhlak mulia. Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis konsep epistemologi islam yang relevan dengan kebijakan 

pendidikan kontemporer dan menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan 

kebijakan berbasis epistemologi islam untuk pencapai pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur 

review sebagai kerangka utama untuk menganalisis integrasi epistemologi Islam 

dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer yang inklusif dan 
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berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat eksploratif dan 

berfokus pada penggalian konsep-konsep teoritis yang relevan dalam konteks 

kebijakan pendidikan Islam dan tantangan pendidikan kontemporer (Pratama & 

Apriani, 2023). 

Desain penelitian ini berfokus pada studi pustaka yang mendalam untuk 

mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis konsep-konsep epistemologi Islam 

yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan modern. Studi literatur akan 

mencakup kajian terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan epistemologi 

Islam, kebijakan pendidikan kontemporer, dan prinsip-prinsip inklusivitas serta 

keberlanjutan dalam pendidikan. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber 

sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi 

akademik yang relevan (S et al., 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk 

memahami berbagai teori dan konsep kunci yang dapat diterapkan dalam kebijakan 

pendidikan, serta memberikan kontribusi baru dalam literatur yang ada dengan 

menawarkan pendekatan yang didasarkan pada integrasi epistemologi Islam. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari pemanfaatan perpustakaan 

akademik, database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Semantic Scholar, 

Harzing’s Publish of Perish, Open Knowledge Maps dan referensi lainnya yang 

memiliki relevansi dengan topik penelitian, untuk pengumpulan referensi penulis 

menggunakan aplikasi Mendeley yang akan memudahkan pengecekan referensi 

dari penelitian ini. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur yang sistematis 

dengan beberapa tahapan seperti identifikasi kata kunci seperti “Epistemologi 

Islam”, “Maqashid Syari’ah”, “kebijakan pendidikan inklusif”, “pendidikan 

berkelanjutan”, “integrasi nilai-nilai Islam”, “pendidikan modern”, dan “keadilan 

pendidikan”. Setelah dilakukan identifikasi literatur yang dirasa memiliki relevansi 

dengan tema penelitian akan dipilih dan dijadikan rujukan dalam penulisan 

penelitian. 

Teknis analisa data dalam penelitian ini adalah adalah analisis konten 

dimana data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis untuk 

mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian, 

analisis konten dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek seperti: 

Konsep utama dari epistemologi Islam yang berkaitan dengan pendidikan, seperti 

peran wahyu, akal, dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan. Penerapan 

nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kebijakan pendidikan, dengan menyoroti 

bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dapat 

diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan modern.Tantangan dan peluang dalam 

mengintegrasikan epistemologi Islam dengan kebijakan pendidikan kontemporer, 

terutama dalam konteks inklusivitas dan keberlanjutan. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil 

Epistemologi Islam dan Sumber Pengetahuan 

Epistemologi secara bahasa berasal dari kata episteme yang memiliki 

arti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau pemikiran, epistemologi sering 

juga diartikan sebagai teori pengetahuan mendasar yang menelaah karakteristik dan 

macam-macam pengetahuan, bagaimana hubungan pengetahuan dengan kebenaran 
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dan bagaimana cara Menyusun sebuah pengetahuan dengan benar (Azwar & 

Muliono, 2020). Epistemologi Islam merupakan cabang dari epistemologi yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip islam yang membahas bagaimana cara seorang 

manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan bagaimana islam memandang konteks 

pengetahuan tersebut. Epistemologi Islam tidak hanya memfokuskan pengetahuan 

secara empiris ataupun rasional, akan tetapi epistemologi islam mencoba untuk 

mengintegrasikan pengetahuan empiris dan rasional ini dengan dimensi spiritual, 

moral, transendental yang berlandaskan pada wahyu dan ajaran syariah, tujuan dari 

impelmentasi epistemologi islam ini adalah tercapainya tujuan ilmu pengetahuan 

yang tidak hanya untuk kemanfaatan duniawi akan tetapi untuk mencapai 

kebenaran ilahiyah dan kebahagiaan akhirat (Alkhadafi, 2024). 

Epistemologi islam memiliki tiga sumber pengetahuan yaitu: 

Pertama, Wahyu yang merupakan kalam Ilahi yang diturunkan kepada para nabi, 

umat islam memiliki kitab suci al-Qur’an yang merupakan sumber pengetahuan 

utama dan bersifat mutlak karena al-qur’an bersifat transcendental dan tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu, isi al-Qur’an mencakup pengetahuan yang berisi 

prinsip-prinsip keimanan, moralitas, aturan-atauran sosial dan hukum yang sudah 

selayaknya menjadi pedoman hidup manusia (Bakri & Anwar, 2018). Dalam 

konteks pendidikan, al-Qur’an menekankan pentingnya pendidikan moral dan 

akhlak mulia serta pembentukan manusia yang berilmu dan bertakwa. Salah satu 

ayat yang menekankan bahwa proses pendidikan merupakan bagian integral dari 

kehidupan manusia tercantum dari Q.S. al-‘Alaq ayat 1-5 yang artinya, “Bacalah 

dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia 

dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar 

(manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Selain Al-Qur’an, hadis juga menjadi sumber pengetahuan yang menjelaskan isi al-

Qur’an terutama pada aktivitas-aktivitas yang membutuhkan contoh praktis seperti 

contoh pelaksanaan shalat, tayammum, haji dan lain sebagainya yang merupakan 

contoh dari pendidikan agama islam (Bhari et al., 2018). Dari sumber pengetahuan 

wahyu ini manusia belajar tentang nilai-nilai fundamental dalam kehidupan seperti 

keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum yang merupakan nilai-nilai penting 

dalam pengembangan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan islam 

kontemporer. 

Kedua, Akal adalah alat yang membuat manusia dapat berpikir, 

menganalisa dan menarik kesimpulan, dalam islam akal dihargai sebagai 

instrument penting dalam memperoleh pengetahuan terutama untuk pengetahuan 

yang bersifat rasional dan logis, namun keberadaan akal tidak boleh melebihi 

batasan yang telah ditetapkan oleh wahyu (Rizapoor et al., 2023), karena sejatinya 

keberadaan akal adalah untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di muka 

bumi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 164 yang artinya, ”Sesungguhnya 

pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang 

berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah 

mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) 

sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” 

Akal merupakan alat untuk memahami teks wahyu, memecahkan masalah dan 
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mengembangakan cara berpikir rasional dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan cara-cara yang sesuai syariah, dalam konteks kebijakan pendidikan akal 

dapat digunakan untuk membuat kurikulum, sistem pembelajaran dan metode 

pengajaran yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. 

Ketiga, Pengalaman (Empiris) diperoleh melalui indra manusia 

seperti pengelihatan, pendengaran dan sentuhan, pengalaman ini memberikan 

pengetahuan tentang alam sekitar yang bisa dirasakan oleh indra manusia, islam 

menghargai pengalaman empiris sebagai komponen dalam terciptanya ilmu 

pengetahuan namun tentunya harus senantiasa dipandu oleh nilai-nilai moral dan 

wahyu (Nurdin et al., 2019). Dalam konteks pendidikan pengetahuan empiris 

memainkan peranan penting dalam membantu manusia dalam memahami 

fenomena yang terjadi disekitarnya, akan tetapi peranan penting tersebut tidak 

boleh berdiri sendiri akan tetapi harus senantiasa dipandu oleh etika moral dan 

spiritual yang berasal dari wahyu. 

Maqashid Syariah 

Maqashid syariah merupakan konsep utama dalam syariah islam yang 

merujuk pada tujuan-tujuan dasar hukum islam, tujuan maqashid syariah secara 

umum adalah untuk melindungi dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia 

yaitu: 

a. Perlindungan dan Pengembangan Agama: Pendidikan harus dirancang untuk 

memperkuat keimanan dan ketakwaan peserta didik karena salah satu tujuan 

pendidikan islam adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki 

pemahaman yang kuat tentang ajaran agama yang dapat menjadi bekal dalam 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat islam. 

b. Perlindungan Kehidupan: Pendidikan memiliki tujuan untuk memelihara dan 

menjaga kehidupan manusia yang meliputi aspek Kesehatan fisik dan mental, 

kesejahteraan, keterampilan yang berkorelasi dengan kemandirian dan 

tanggung jawab peserta didik terhadap kehidupannya. 

c. Pengembangan Akal: Pengembangan intelektual melalui proses pendidikan 

sangat ditekankan dalam islam, pada proses pendidikan peserta didik di dorong 

untuk mengoptimalkan keberadaan akal dengan melatihnya untuk berpikir 

kritis, kreatif dan inovatif sambil diberikan pemahaman bahwa akal yang 

digunakan sesuai dengan tuntunan wahyu akan membawa kebaikan dalam 

kehidupan, sehingga fungsi akal tidak hanya menunjang pencapaian akademik 

tetapi dapat dijadikan sebagai pembentuk nilai kehidupan yang mengantarkan 

pada pemahaman benar dan salah, baik dan buruk, serta memahami 

konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

kehidupan. 

d. Perlindungan Keturunan: Pendidikan tidak dapat hanya dimaknai sebagai 

transfer ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, akan tetapi pendidikan juga 

harus mencakup pembinaan karakter dan moral yang baik, dimana pembinaan 

ini akan melahirkan nilai-nilai islam salah satunya adalah pentingnya menjaga 

keluarga, membangun masyarakat yang kuat serta mempertahankan etika 

dalam pergaulan dan reproduksi. 

e. Perlindungan Harta: Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya 

perlindungan dan pengelolaan harta dengan baik, sehingga pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik juga harus mencakup pengajaran tentang 
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bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan dapat memberikan kontribusi pada kesejateraan ekonomi umat 

(Busyro, 2019). 

Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Prinsip-prinsip Dasar dan Tantangan 

Pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, dinamika sosial, ekonomi dan teknologi 

yang terus berkembang baik ditingkat lokal maupun global. Kebijakan pendidikan 

modern bertujuan untuk untuk merespon kebutuhan yang kompleks dan beragam 

namun tetap dapat menjaga nilai relevansi, efisiensi dan inklusivitas (Eden et al., 

2023). Dalam prosesnya kebijakan pendidikan kontemporer memiliki prinsip-

prinsip dasar dan tantangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah uraian terkait 

dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan 

kontemporer beserta tantangan yang menyertainya. 

Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Kebijakan Kontemporer adalah 

sebagai Berikut: 

a. Pendekatan Berbasis Bukti 

Salah satu prinsip dasar dalam pengambilan sebuah kebijakan 

kontemporer adalah melakukan pendekatan berbasis bukti yang menekankan pada 

penggunaan data empiris dan penelitian yang dapat mendukung proses perumusan 

dan implementasi kebijakan, pendekatan berbasis bukti memiliki beberapa tahapan 

yang harus dilakukan seperti : Pertama, Pengumpulan Data dari berbagai sumber 

termasuk hasil penelitian akademis, survei dan evaluasi pendidikan dan hasil studi 

kasus untuk menganalisis tantangan dan keberhasilan sistem pendidikan. Kedua, 

Evaluasi Kebijakan yang ada yaitu penggunaan indikator-indikator kinerja seperti 

tingkat partisipatif, pencapaian akademik, angka putus sekolah yang memberikan 

informasi yang dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih 

efektif. Ketiga, Proses Pengambilan Keputusan dengan menggunakan pendekatan 

berbasis bukti ilmiah dapat digunakan untuk mendesain kurikulum, 

mengalokasikan sumber daya dan memutuskan prioritas reformasi Pendidikan 

(Luján, 2023). 

b. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan 

Teknologi memainkan peranan penting dalam pengembangan 

kebijakan pendidikan kontemporer, transformasi digital telah merubah cara 

bagaimana pendidikan diakses, disampaikan dan dikelola, integrasi teknologi 

dalam pendidikan mencakup penggunaan media informasi dan komunikasi seperti 

: Pertama, penggunaan E-Learning dalam pembelajaran jarak jauh yang 

memungkinkan siswa dapat mengakses materi pendidikan dari mana saja seperti 

yang telah dilakukan pada masa pandemi. Kedua, Penggunaan Teknologi untuk 

Manajemen Sekolah, sistem informasi pada manajemen pendidikan telah 

membantu sekolah maupun pemerintah dalam proses administrasi pada lembaga 

pendidikan. Ketiga, Mendorong Literasi Digital pengembangan kebijakan 

pendidikan modern juga mencakup program-program yang mendorong 

peningkatan keterampilan siswa dan guru dalam penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran (Trianung D.S et al., 2024). 

c. Fleksibilitas dan Adaptasibilitas Kebijakan 

Kebijakan pendidikan kontemporer perlu memiliki fleksibilitas dan 

adaptasibiltas untuk merespon perubahan yang cepat dalam era globalisasi ini, 
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kebijakan yang terlalu kaku sering mengakibatkan kegagalan dalam merespon 

perubahan sosial dan teknologi yang dinamis (Ninad et al., 2023). Dalam konteks 

pendidikan fleksibilitas sering terjadi pada perubahan kurikulum dimana 

perkembangan kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik, perkembangan teknologi dan kebijaka pemerintah, sedangkan adaptasi 

pendidikan seringkali dilakukan pada kondisi-kondisi krisis seperti terjadinya 

pandemi covid 19 (Adam et al., 2024). 

d. Pendidikan Inklusif Berkeadilan 

Kebijakan pendidikan kontemporer menekankan inklusivitas dan 

keadilan yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari 

latar belakang sosial, budaya, ekonomi, gender atau disabilitas memiliki 

kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, 

prinsip ini menuntut para pemangku kebijakan untuk menghapuskan hambatan 

terhadap akses pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

mendukung kebutuhan siswa (Khairunnisa, 2024). 

Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan pendidikan 

kontemporer adalah ketimpangan pada akses terhadap pendidikan berkualitas, 

meskipun akses pendidikan dasar saat ini sudah meluas di banyak negara tetap saja 

masih ada ketimpangan signifikan dalam perolehan akses pendidikan di berbagai 

tingkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti : 

a. Ketimpangan Akses Pendidikan 

1) Ketimpangan Geografis, siswa yang berada di daerah terpencil memiliki 

kesempatan memperoleh akses pendidikan berkualitas yang lebih kecil dengan 

siswa diperkotaan dimana insfrstruktur dan akses teknologi di daerah terpencil 

masih sangat terbatas (Firdaus & Ritonga, 2024). 

2) Faktor Ekonomi, anak-anak yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah 

seringkali menghadapi hambatan biaya yang menjadi penghambat dalam 

memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas termasuk kesulitan dalam 

biaya sekolah, buku, seragam dan transportasi (Perdana et al., 2024). 

3) Kesenjangan Gender, dibeberapa negara anak Perempuan diberikan akses 

pendidikan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan akses pendidikan yang 

diberikan kepada anak laki-laki, hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi 

budaya, sosial, ekonomi di sebuah wilayah (Damayanti P et al., 2023). 

b. Keberlanjutan Pendidikan 

Pendidikan yang berkelanjutan mengacu kepada sistem pendidikan 

yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tantangan 

keberlanjutan dalam pendidikan terkait dengan : 

1) Pengelolaan Sumber Daya, pengembangan kebijakan pendidikan harus 

mempertimbangakan pengelolaan sumber daya terbatas yang dimiliki, seperti 

anggaran pendidikan, sumber daya pendidik, sarana prasarana yang harus 

dikelola dan dipergunakan secara efisien dan berkelanjutan (Acido & 

Kilongkilong, Dennis, 2022). 

2) Keberlanjutan Lingkungan, pendidikan juga berperan penting dalam 

mengajarkan siswa tentang keberlanjutan lingkungan dan pentingnya menjaga 

kelestarian bumi melalui kurikulum yang berfokus pada isu-isu global seperti 

perubahan iklim dan konservasi alam (Llopiz-Guerra et al., 2024). 
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c. Kualitas Pendidikan 

Kualitas pendidikan menjadi tantangan besar di banyak negara, salah 

satu tantangan besar yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah kualitas 

pembelajaran yang diterima siswa sering kali tidak merata, adapun faktor yang 

mempengaruhi hal ini diantaranya : 

1) Kurangnya Tenaga Pengajar yang Berkualitas, kualitas guru atau tenaga 

pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pembelajaran siswa, 

sayangnya kompetensi guru saat ini belum belum merata hal ini terlihat dari 

kesenjangan kompetensi antara guru yang berada di daerah perkotaan dengan 

guru yang berada di daerah terpencil (Nasir et al., 2020). 

2) Kurikulum yang Tidak Relevan, permasalahan utama dalam kurikulum adanya 

kesenjangan antara kurikulum yang diberikan dengan skill yang dibutuhkan di 

dunia kerja dan perkembangan teknologi, yang berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran (Halizah, 2024). 

3) Kurangnya Sumber Daya Pendidikan, di beberapa daerah masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan finansial yang berpengaruh terhadap perolehan 

akses terhadap sarana pendukung pendidikan seperti buku, seragam, 

keterpenuhan gizi, dan transportasi (Perdana et al., 2024). 

Pembahasan 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Islam 

dalam Kebijakan Publik 

Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip islam dalam kebijakan 

publik menjadi pembahasan yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti 

bidang ekonomi, kesehatan tidak terkecuali pendidikan, islam dengan ajaran 

komperhensifnya yang mencakup aspek spiritual, moral dan sosial telah 

menyediakan landasan filosofis dan normatif yang dapat diintegrasikan ke dalam 

kebijakan publik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah 

mengeksplorasi bagaimana nilai- nilai islam dapat berperan pada pembentukan 

kebijakan yang adil, inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

1) Penerapan Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik 

Salah satu aspek yang sering dibahas dalam penelitian sebelumnya 

adalah Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syari’ah) yang menjadi kerangka dasar 

dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis islam. Maqashid Syariah 

menekankan pada perlindungan lima prinsip utama kehidupan dalam islam, yaitu : 

Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta(Sabil, 2022). Penelitian-penelitian ini 

menunjukan bahwa kerangka maqashid Syariah ini dapat diterapkan dalam 

berbagai kebijakan publik yang tujuannya adalah memastikan kesejahteraan 

manusia secara holistik yang mencakup duniawi dan ukhrawi, beberapa contoh 

penelitian kebijakan publik yang menggunakan kerangka Maqashid Syariah adalah 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan Kesehatan: (Perlindungan Jiwa) 

Contoh: Program Kesehatan Universal di Arab Saudi 

Arab Saudi mengembangkan kebijakan kesehatan berbasis Maqashid 

Syariah dengan meluncurkan program Kesehatan Universal yang bertujuan untuk 

memberikan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau kepada seluruh warga 

negara seperti: (1) Pemberian layanan kesehatan gratis dalam rangka melindungi 

jiwa, pemerintah Arab Saudi memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga 
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negara di rumah sakit dan klinik -klinik milik pemerintah. Kebijakan ini mencakup 

perawatan medis, obat-obatan, dan layanan pencegahan penyakit. (2) Pencegahan 

penyakit, Sejalan dengan Maqashid Syariah yang mendorong perlindungan 

kehidupan, kebijakan ini juga menekankan pentingnya program pencegahan 

penyakit seperti pemberian vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta kampanye 

tentang kesadaran kesehatan untuk mencegah penyakit yang dapat membahayakan 

nyawa. (3) Perawatan Jamaah Haji, Arab Saudi juga memastikan perlindungan 

terhadap jiwa jutaan jamaah yang melaksanakan ibadah haji dengan menyediakan 

layanan kesehatan darurat yang berkualitas selama pelaksanaan ibadah haji, 

mengingat pentingnya kesehatan bagi pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tujuan 

Maqashid Syariah. Kebijakan ini sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang 

bertujuan untuk melindungi jiwa (nafs), yaitu dengan memastikan bahwa setiap 

individu memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan 

berkualitasn (Al-Qusumi, 2024). 

2. Kebijakan Ekonomi (Perlindungan Harta) 

Contoh: Zakat Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di 

Malaysia. 

Di Malaysia, zakat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi 

yang berbasis pada Maqashid Syariah, khususnya terkait dengan perlindungan harta 

(maal). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi untuk 

mendistribusikan kekayaan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, 

sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

sosial. 

Adapun Kebijakan terkait Zakat yang dilakukan oleh Pemerintah 

Malaysia adalah sebagai berikut : (1) Distribusi Zakat: Kebijakan ini mengharuskan 

setiap Muslim yang mampu untuk membayar zakat, yang kemudian akan dikelola 

oleh lembaga zakat negara dan didistribusikan kepada orang-orang yang 

membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang terlilit utang. 

Hal ini sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu untuk melindungi harta dan 

memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. 

(2) Program Zakat Produktif: Zakat tidak hanya didistribusikan sebagai bantuan 

tunai, tetapi juga digunakan untuk membiayai program-program produktif, seperti 

pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi keluarga miskin, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ini merupakan 

implementasi Maqashid Syariah untuk menjaga kesejahteraan jangka panjang 

dengan memastikan bahwa penerima zakat tidak bergantung terus-menerus pada 

bantuan, tetapi dapat mandiri secara ekonomi. (3) Perlindungan Terhadap 

Keuangan, Kebijakan zakat ini juga mencegah konsentrasi kekayaan hanya 

berputar pada segelintir orang, hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan 

ekonomi, dimana kemerataan eekonomi menjadi tujuan dari Maqashid Syariah 

dalam aspek menjaga harta (Dahiru Muhammad, 2024). 

3. Kebijakan Pendidikan (Perlindungan Akal) 

Contoh: Kebijakan Pendidikan Gratis di Turki. 

Di Turki Pemerintah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis 

untuk semua warga negara di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Kebijakan 

ini didasarkan pada Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi dan 

mengembangkan akal (aql) sebagai salah satu elemen utama yang harus dijaga 
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dalam Islam. Dengan menyediakan akses pendidikan yang luas dan gratis, 

Pemerintah Turki berupaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

mereka. Kebijakan Pendidikan Gratis di Turki meliputi: (1) Pendidikan Gratis 

untuk Semua, Pendidikan gratis di Turki dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga 

menengah, yang memungkinkan semua anak tanpa memandang latar belakang 

sosial dan ekonomi, dapat memperoleh pendidikan. Ini sejalan dengan prinsip dari 

Maqashid Syariah yang mendorong pengembangan akal melalui sistem pendidikan 

dan pengetahuan yang benar. (2) Kurikulum yang Berorientasi pada Nilai-Nilai 

Islam: Selain memberikan pendidikan umum, Turki juga mengintegrasikan 

pendidikan moral dan agama dalam kurikulumnya. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki 

akhlak yang baik, yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam prinsip Maqashid 

Syariah. (3) Program Inklusi Sosial: Untuk mendukung inklusivitas, kebijakan 

pendidikan ini juga mencakup program-program khusus bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus (Disabilitas), yang memastikan bahwa semua anak dapat 

mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa adanya diskriminasi. 

Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan 

keadilan sosial dan pengembangan potensi setiap individu (Barkatillah, 2023). 

2) Penerapan Prinsip-Prinsip Religius dalam Kebijakan Pendidikan 

Beberapa penelitian juga mengkaji integrasi antara nilai-nilai religious 

dan moral Islam dalam sistem pendidikan formal, sebuah studi yang telah dilakukan 

dibeberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim menunjukan bahwa 

penerapan nilai-nilai islam dalam kebijakan pendidikan dapat menciptakan 

keseimbangan antara aspek akademis dan karakter moral. Di Malaysia, kebijakan 

pendidikan islam secara eksplisit diintegrasikan dalam kurikulum nasional, dimana 

pendidikan agama menjadi bagian penting dalam pengajaran di sekolah-sekolah 

negeri, hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pendidikan yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam memberikan dampak positif terhadap 

pembentukan moral siswa (Abd Hamid & Alam, 2022). Di Indonesia implementasi 

pendidikan karakter berbasis nilai-nilai islam di sekolah-sekolah juga telah 

menunjukan dampak yang baik dalam pembentukan siswa yang beretika dan 

bertanggung jawab secara sosial (Daryanto & Ernawati, 2024). 

Potensi Peran Epistemologi Islam dalam Menjawab Tantangan Kebijakan 

Pendidikan Kontemporer 

Epistemologi islam menawarkan potensi yang signifikan dalam 

menjawa tantangan yang dihadapi oleh kebijakan pendidikan kontemporer, dengan 

mengintegrasikan prinsip-prinsip pengetahuan yang bersumber dari wahyu, akal 

dan juga pengalaman, epistemology islam dapat memberikan landasan baik secara 

teoritis maupun praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih holistik dan 

berkelanjutan.  

1) Menjawab Ketimpangan Akses Pendidikan 

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan pendidikan kontemporer 

adalah terdapatnya ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas 

terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau berada di daerah 

terpencil. Epistemologi islam melalui prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang 
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diatur sesuai syariah dapat membantu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif 

(Anwar, 2022). 

2) Menghadapi Tantangan Keberlanjutan pendidikan 

Pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan global yang 

cukup mendesak teutama pada aspek pengelolaan sumber daya pendidikan yang 

efisien dan ramah lingkungan. Epistemologi Islam yang memiliki konsep menjaga 

kelestarian bumi dan bertanggung jawab terhadap alam dapat memberikan 

kerangka etis dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan (Hidayat 

& Bahar, 2024). 

3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Integrasi Wahyu dan Akal 

Tantangan lain dalam kebijakan pendidikan kontemporer adalah 

kualitas pendidikan yang tidak merata, terutama dengan relevansi kurikulum 

terhadap kebutuhan dunia pekerjaan, pengembangan teknologi dan pengembangan 

moral siswa, Epistemologi Islam menakankan keseimbangan anatar wahyu dan akal 

sebagai sumber yang saling melengkapi. Dengan memadukan kedua sumber ini, 

kebijakan pendidikan berbasis yang epistemologi Islam dapat menghasilkan sistem 

pendidikan yang menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, 

tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan bertanggung jawab secara sosial 

(Darmawan, 2024). 

4) Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan 

Inklusivitas dan keadilan merupakan tantangan besar dalam kebijakan 

pendidikan kontemporer, epistemologi Islam menekankan keadilan dalam 

perolehan akses pendidikan yang berkualiatas tanpa memandang latar belakang 

ekonomi, sosial, gender maupun disabilitas, hal ini sejalan dengan ajaran islam 

yang menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif 

dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan (Ila Khayati Muflikhah & Abdul 

Khobir, 2023). 

Temuan Utama Tentang Epistemologi Islam dan Kebijakan Pendidikan 

Epistemologi Islam menawarkan pandangan menyeluruh tentang 

pengetahuan yang mencakup dimensi spiritual, moral dan rasional, epistemologi 

islam sangat relevan dalam penerapan pendidikan seperti dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran serta bagaimana nilai-nilai islam dapat digunakan untuk membentuk 

kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep-Konsep Kunci dari 

Epistemologi Islam dalam Konteks Pendidikan berikut ini: 

a. Wahyu sebagai sumber pengetahuan transcendental, wahyu (Al-qur’an dan 

hadis) merupakan sumber utama pengetahuan dalam epistemologi islam, 

wahyu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang mutlak, tidak terbatas oleh 

waktu dan tempat, selain itu wahyu juga memberikan petunjuk yang sempurna 

tentang kehidupan dan tujuan manusia, dalam konteks pendidikan wahyu 

memiliki peran sebagai landasan nilai-nilai spiritual dan moral dalam 

pembentukan karakter peserta didik seperti pengajaran tentang nilai kejujuran, 

keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat Hal ini 

menciptakan keseimbangan dalam proses pendidikan, di mana siswa tidak 

hanya diajarkan keterampilan akademis, tetapi juga nilai-nilai yang 

membentuk karakter moral mereka (Embong, 2024). 

b. Akal sebagai instrument Pemahaman Rasional, akal dalam islam diakui 

sebagai salah satu instrument penting dalam memahami dunia, 
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mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemecahan masalah. 

Meskipun wahyu merupakan sumber tertinggi dalam ilmu pengetahuan namun 

akal merupakan kunci utama dalam menginterpretasikan wahyu dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pendidikan. 

Epsitemologi islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pemikiran kritis melalui akal yang disinergikan dengan wahyu, keterpaduan ini 

akan membentuk manusia yang seimbang antara spiritualitas dan 

intelektualitas (Sutisna & Mahmudi, 2024). 

Pengalaman dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dalam 

epistemologi pengalaman dan pengembangan merupakan salah satu instrument 

untuk dapat memahami alam semesta dan fenomena-fenomena duniawi, dalam 

konteks pendidikan pemberian pengalaman praktis kepada siswa merupakan bagian 

penting dalam proses pembelajaran, hal ini memungkinkan siswa untuk 

menerapakan pengetahuan yang mereka pelajari dari wahyu dan akal dalam konteks 

nyata atau sehari-hari. Pengetahuan empiris yang benar juga dapat memberikan 

manfaat dalam kehidupan duniawi seorang manusia juga kebaikan untuk kehidupan 

kelak di akhirat (Sakura et al., 2023). 

Analisis tentang Bagaimana Nilai-nilai Islam dapat Memberikan Dasar bagi 

Pengembangan Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan 

Epistemologi Islam tidak hanya menawarkan fondasi yang kuat untuk 

proses pendidikan, tetapi juga memberikan panduan yang dapat digunakan dalam 

pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan dan berfokus 

pada Pembangunan jangka Panjang. 

1) Kebijakan inklusif berdasarkan prinsip keadilan, salah satu prinsip utama 

dalam ajaran islam adalah keadilan bagi seluruh individu tanpa melihat latar 

belakang sosial, ekonomi atau etnisitas mereka, dalam konteks pendidikan 

pemerintah harus dapat memastikan bahwa seluruh warga masyarakat 

memiliki hak sama dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, 

untuk mewujudkan kebijakan ini pemerintah dapat memberikan beasiswa, 

subsidi pendidikan, Pembangunan insfrastruktur pendidikan yang ramah 

disabilitas dengan memanfaatkan dana zakat, wakaf dan sedekah yang dikelola 

oleh lembaga zakat milik negara (Hamamah, 2023). 

2) Kebijakan berkelanjutan Berdasarkan Prinsip kemaslahatan, islam 

mementingkan aspek kemaslahatan dan mencegah kemadhorotan, dalam 

konteks kebijakan pendidikan nilai ini dapat diterapkan dalam penciptaan 

sistem pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, 

dimana seluruh aspek dalam kegiatan pendidikan harus dipertimbangkan 

dampak jangka panjangnya melalui pengajaran tentang keberlanjutan 

lingkungan, etika penggunaan sumber daya dan tanggung jawab sosial, karena 

pendidikan islam tidak hanya bertujuan membentuk siswa yang cerdas secara 

akademik tapi juga memiliki kecerdasan spiritual, moral dan rasa kepedulian 

dan tanggung jawab terhadap masyarakat (Nurhayati, 2023). 

Kebijakan untuk Pengembangan Potensi Akal dan spiritual, kebijakan 

pendidikan yang didasarkan pada epistemologi islam harus mengakui pentingnya 

potensi akal dan spiritual secara bersamaan, untuk dapat mengembangkan kedua 

potensi itu diperlukan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan, penggunaan teknologi dengan pendidikan agama dan moral secara 
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holistik, sehingga dapat dipastikan siswa tidak dapat berkembang secara akademik 

dan spiritual (Fatimah & Sumarni, 2024). 

Pendekatan Baru untuk Pengembangan Kebijakan Pendidikan Berbasis 

Maqashid Syariah 

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk pengembangan 

kebijakan pendidikan dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka 

utama. Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan lima elemen penting 

(agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), memberikan panduan komprehensif 

untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada 

kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dirancang untuk 

memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan 

akademis, tetapi juga memperhatikan aspek moral, spiritual, dan sosial untuk 

membentuk individu yang holistik. 

1) Kesejahteraan Sosial (Maslahah) 

Maqashid Syariah menekankan pencapaian maslahah atau 

kesejahteraan sosial, di mana pendidikan berperan tidak hanya sebagai sarana untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai 

kesejahteraan kolektif. Dalam pendekatan ini: 

a) Pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi yang bermoral dan memiliki 

tanggung jawab sosial yang tinggi. 

b) Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

secara keseluruhan, bukan hanya melalui pengembangan keterampilan 

akademis, tetapi juga dengan membentuk karakter dan perilaku sosial yang 

baik. 

c) Pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan sosial juga harus mencakup 

pengajaran tentang tanggung jawab sosial, termasuk membantu masyarakat 

yang kurang beruntung dan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang 

bermanfaat (Faoziyah, 2023). 

2) Keadilan (Al-Adl) 

Prinsip keadilan sangat penting dalam Maqashid Syariah dan relevan 

dalam kebijakan pendidikan inklusif. Keadilan dalam pendidikan memastikan 

bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau 

disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Pendekatan 

ini mencakup: 

a) Distribusi sumber daya pendidikan yang adil, termasuk penyediaan fasilitas 

belajar, bahan ajar, dan teknologi di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun 

pedesaan. 

b) Pendidikan untuk kelompok rentan: Dalam pendekatan berbasis Maqashid 

Syariah, kebijakan pendidikan harus memberikan perhatian khusus kepada 

anak-anak dari kelompok miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas.  

c) Membangun sistem pendidikan yang mengakomodasi perbedaan kemampuan 

dan kebutuhan khusus, dengan menyediakan kurikulum yang inklusif dan 

layanan pendidikan khusus bagi mereka yang membutuhkan (Karimullah, 

2023). 

3) Keberlanjutan (Istidamah) 

Keberlanjutan dalam Maqashid Syariah mencakup keberlanjutan 

lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang berfokus pada 
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keberlanjutan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi individu dan 

masyarakat. Implementasi prinsip ini mencakup: 

a) Pendidikan tentang tanggung jawab lingkungan: Kurikulum yang mengajarkan 

pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan 

bijaksana. Ini sejalan dengan konsep Islam tentang tanggung jawab manusia 

sebagai khalifah di bumi. 

b) Keberlanjutan sosial: Pendidikan berkelanjutan juga harus mendukung 

pembentukan generasi yang sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan 

sosial, seperti keadilan, perdamaian, dan toleransi. Pendidikan yang berfokus 

pada keberlanjutan sosial mencakup pembelajaran tentang hak asasi manusia, 

keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kesejahteraan 

masyarakat. 

Ekonomi berkelanjutan: Mengajarkan siswa untuk memahami etika 

bisnis Islam, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan spentingnya 

keadilan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (Mohd Noh, 

2022). 

Inklusivitas dan Keberlanjutan dalam Pendidikan Berbasis Islam 

Integrasi epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan dapat secara 

signifikan meningkatkan inklusivitas dan akses pendidikan, terutama bagi 

kelompok marginal. Prinsip keadilan (al-adl) dan kesetaraan dalam Islam menuntut 

bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau disabilitas, 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Kebijakan 

berbasis Islam mendorong penggunaan instrumen zakat dan wakaf untuk mendanai 

beasiswa, program afirmatif, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 

terpencil, yang membantu menciptakan akses setara bagi anak-anak dari keluarga 

miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (Hairiyah et al., 

2024). Keberlanjutan dalam pendidikan berbasis Islam mencakup aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah yang 

mengedepankan kesejahteraan jangka panjang: 

a) Keberlanjutan Ekonomi: Pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan 

melalui instrumen seperti wakaf yang digunakan untuk mendanai institusi 

pendidikan, serta zakat yang mendukung beasiswa dan program untuk 

kelompok kurang mampu (Sulistiyo et al., 2024). 

b) Keberlanjutan Sosial: Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter 

yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan moral, membangun generasi 

yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nuraini 

& Susiani, 2024). 

c) Keberlanjutan Lingkungan: Prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia 

sebagai penjaga bumi (khalifah fil ardh) mendorong pendidikan yang 

menanamkan kesadaran lingkungan. Ini tercermin dalam kurikulum yang 

mengajarkan tentang kelestarian alam, penggunaan sumber daya yang bijak, 

dan teknologi ramah lingkungan (Ali & Agushi, 2024). 

Dengan pendekatan ini, pendidikan berbasis Islam tidak hanya 

menciptakan sistem yang inklusif tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka 

panjang untuk masyarakat dan lingkungan. 

 

KESIMPULAN 
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Integrasi epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan kontemporer 

mampu memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya 

melalui penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pendekatan ini mengarahkan 

kebijakan pendidikan agar tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, 

tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan jangka 

panjang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral 

Islam, yang terintegrasi dalam kebijakan pendidikan, mampu menjawab tantangan-

tantangan utama dalam pendidikan kontemporer seperti ketimpangan akses dan 

kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Selain itu, penggunaan 

instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf dapat mendukung akses 

pendidikan bagi kelompok rentan, menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. 
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